
 
 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 29 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan 

langkah penanganan dan pendekatan sistematik, terpadu, dan 
menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi 
hak-hak dasar secara layak sesuai Visi Pembangunan Daerah 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan 
Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; 

  b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberi arah,                
landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi 
dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi                 

Bali melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang 
berkolaborasi dengan desa adat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di 

Provinsi Bali; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang                        

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi                     

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023                
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6871); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120                        
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020              

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia  Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali  Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali                      
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Bali Nomor 4); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI  PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DI PROVINSI BALI. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

 



3. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang 
memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, 
harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup 

masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci 
(kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan 

serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.   
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Bali. 

5. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan. 
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara 

sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku 
kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam 
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 

7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia 

usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 

serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan 
ekonomi. 

8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan secara 
keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, 

perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam 
kurun waktu. 

 

Pasal 2 
 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi merupakan 
dokumen Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan                    
Desa Adat yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya 

percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk arah 
kebijakan, strategi, program, dan kegiatan beserta indikatif 
penganggarannya. 

 
Pasal 3 

 
(1) Sistematika Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 

BAB I    :  Pendahuluan; 
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

BAB III : Profil Kemiskinan Provinsi Bali; 
BAB IV : Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Provinsi Bali; 

BAB V : Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Peran Serta 
Desa Adat; 

BAB VI : Prioritas Program dan Lokasi Prioritas 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi                 
Bali; dan 

BAB VII : Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program 
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
Provinsi Bali. 



(2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
          Pasal 4 

 

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi. 

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Efektif Akselerasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 
(3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

 

Pendanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi 
bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana 
Provinsi; dan 

b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Bali.  
 

 
Ditetapkan di Bali 
pada tanggal 31 Juli 2023 

 
GUBERNUR BALI, 

 
  ttd  
 

 
WAYAN KOSTER 

 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 31 Juli 2023                     

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
  

 ttd 
 
 

DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 29 
 

PARAF KOORDINASI 

Ass. Pemerintahan dan 

Kesra 
 

Kepala Biro Hukum  

Kepala Bappeda  

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,  

 
 

 
 
Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 
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